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PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

UMUM

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat
dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
harus Dberlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional
dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia
agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu
dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah
menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini
membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis
pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi
pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung
jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah,
masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara
terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah
pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku
kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi
penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif
dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dunia . . .
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Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan
umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya.
Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan
tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk
memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu ditetapkan
peraturan perundang-undangan yang mencakupi:

a. pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang
didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan;

b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan
menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan
jarak jauh, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus,
pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan Dberbasis
keunggulan lokal, pendidikan oleh perwakilan negara asing dan
kerjasama lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan
Indonesia;

c. penyetaraan pendidikan informal;
d. kewajiban peserta didik;

e. pendidik dan tenaga kependidikan;
f. pendirian satuan pendidikan;

g. peran serta masyarakat;

h. pengawasan; dan

i. sanksi.

Il. PASAL . ..
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PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 . ..
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Pasal 10

Ayat (1)

Standar pelayanan minimal merupakan batas minimal
pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan,
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,
pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang
harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan
menengah, serta pencapaian target pembangunan
pendidikan nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “manajemen berbasis

Pasal 11

sekolah/madrasah” adalah bentuk otonomi satuan
pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah/madrasah dan
guru dibantu komite sekolah/madrasah dalam mengelola
pendidikan.

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Akreditasi program pendidikan dapat dinyatakan
dalam bentuk sertifikasi program pendidikan.

Hurufb . ..
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Huruf b

Akreditasi satuan pendidikan dapat dinyatakan
dalam bentuk sertifikasi satuan atau unit pelaksana
satuan pendidikan.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi
bidang intelektual umum, akademik khusus, Kkreatif
produktif, seni kinestetik, psikososial/kepemimpinan, dan
psikomotorik/olahraga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15 . ..
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Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan pada
tingkat provinsi dilakukan berdasarkan target tingkat
partisipasi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas. Pasal 24 . ..


http://www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)

Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan pada
tingkat kabupaten/kota dilakukan berdasarkan target
tingkat partisipasi provinsi dan target tingkat partisipasi
nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32 . ..
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Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43 . ..
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Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 . ..
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Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat” dalam
ketentuan ini antara lain Bustanul Athfal (BA), Tarbiyatul
Athfal (TA), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKQ), Taman
Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Adi Sekha, dan Pratama
Widyalaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Bentuk diskriminasi, antara lain, pembedaan atas dasar
pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial,
kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a

Program pembelajaran agama dan akhlak mulia
pada TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat
dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual
peserta didik melalui contoh pengamalan dari
pendidik agar menjadi kebiasaan sehari-hari, baik
di dalam maupun di luar sekolah sehingga menjadi
bagian dari budaya sekolah.

Hurufb . ..
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Huruf b

Program pembelajaran sosial dan kepribadian pada
TK, RA, atau bentuk Ilain yang sederajat
dimaksudkan untuk pembentukan kesadaran dan
wawasan peserta didik atas hak dan kewajibannya
sebagai warga masyarakat dan dalam interaksi
sosial serta pemahaman terhadap diri dan
peningkatan kualitas diri sebagai manusia sehingga
memiliki rasa percaya diri.

Huruf ¢

Program pembelajaran orientasi dan pengenalan
pengetahuan dan teknologi pada TK, RA, atau
bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk
mempersiapkan peserta didik secara akademik
memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat
dengan menekankan pada penyiapan kemampuan
berkomunikasi dan berlogika melalui berbicara,
mendengarkan, pramembaca, pramenulis dan
praberhitung yang harus dilaksanakan secara hati-
hati, tidak memaksa, dan menyenangkan sehingga
anak menyukai belajar.

Huruf d

Program pembelajaran estetika pada TK, RA, atau
bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk
meningkatkan sensitivitas, kemampuan
mengekspresikan diri dan kemampuan
mengapresiasi keindahan dan harmoni yang
terwujud dalam tingkah laku keseharian.

Hurufe. ..
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Huruf e

Program pembelajaran jasmani, olahraga dan
kesehatan pada TK, RA, atau bentuk lain yang
sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan
potensi fisik dan menanamkan sportivitas serta
kesadaran hidup sehat dan bersih.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “stimulasi psikososial”
dalam ketentuan ini adalah rangsangan pendidikan
yang menumbuhkan kepekaan memahami dan
bersikap terhadap lingkungan sosial sekitarnya.
Misalnya memahami dan bersikap sopan kepada
orang tua, saudara, dan teman.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68 . ..
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Pasal 68
Ayat (1)

Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain
Paket A, pendidikan diniyah dasar, sekolah dasar teologi
Kristen (SDTK), adi widyalaya, dan culla sekha.

Ayat (2)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara
lain Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama,
sekolah menengah pertama teologi Kristen (SMPTK),
madyama vidyalaya (MV), dan majjhima sekha.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 75

Yang dimaksud “tes bakat skolastik (scholastic aptitude
test)” merupakan tes kemampuan umum anak.

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Tujuan pendidikan menengah dalam ketentuan pasal ini
dimaksudkan dalam rangka mengantarkan peserta didik agar
mampu hidup produktif dan beretika dalam masyarakat
majemuk, serta menjadi warga negara yang taat hukum dalam
konteks kehidupan global yang senantiasa berubah.

Pasal 78

Ayat (1)
Bentuk lain yang sederajat dengan SMA dan MA antara
lain Paket C, pendidikan diniyah menengah atas, sekolah
menengah teologi Kristen (SMTK), sekolah menengah
agama Kristen (SMAK), utama vidyalaya (UV), dan
mahasekha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)

Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang
sederajat akan menentukan cakupan mata pelajaran pada
setiap jenis bidang studi keahlian. Bentuk bidang studi
keahlian merupakan unit akademik terkecil dalam
pendidikan kejuruan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84 . ..
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Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Termasuk produk ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, atau olahraga, antara lain, dalam bentuk
artikel, desain, paten, atau bahan ajar.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan kredit semester” dalam
ketentuan ini adalah beban belajar mahasiswa dan beban
kerja dosen dalam sistem kredit semester (SKS).
Banyaknya SKS yang diberikan untuk mata kuliah atau
proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas
keberhasilan usaha untuk menyelesaikan Kkegiatan
akademik bersangkutan. Dalam setiap semester, 1 (satu)
sks sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar
yang mencakup Kkegiatan tatap muka, Kkegiatan
terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu
16 (enam belas) minggu efektif.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)

Dalam setiap semester, 1 (satu) satuan kredit semester
sama dengan beban studi setiap minggu berupa 1 (satu)
jam tatap muka, 1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan 1
(satu) jam kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam
belas) minggu efektif dengan 16 (enam belas) Kkali
pertemuan. Satu mata kuliah berbobot 3 (tiga) satuan
kredit semester berarti sama dengan kegiatan studi 3 (tiga)
jam tatap muka, 3 (tiga) jam kegiatan terstruktur, dan 3
(tiga) jam kegiatan mandiri selama 16 (enam belas)
minggu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 88

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . ..
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Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program kembaran” dalam
ketentuan ini adalah program yang dilaksanakan
secara bersama oleh dua perguruan tinggi atau
lebih untuk melaksanakan suatu program studi.
ljazah dan gelar yang diberikan dilakukan
berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak
dengan memperhatikan berbagai persyaratan
pemberian ijazah maupun gelar akademik dari tiap-
tiap perguruan tinggi dalam rangka pengendalian
mutu.

Persetujuan senat akademik dalam hal ini
diperlukan untuk menjamin bahwa kerjasama ini
telah dikaji dengan baik sebelumnya.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pertukaran dosen dapat dilakukan antara lain
melalui program cuti sabatikal (sabatical leave), cuti
panjang untuk mengadakan penelitian atau
mengikuti kursus untuk menyegarkan ilmu, yang
tata caranya dapat diatur oleh tiap-tiap perguruan
tinggi.

Huruf f

Cukup jelas.

Hurufg. ..
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Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penelitian dasar” dalam
ketentuan ini adalah penelitian yang berorientasi tentang
penjelasan fenomena alam (penelitian untuk ilmu) yang
melandasi penelitian terapan dan penelitian
pengembangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Contoh gelar lulusan pendidikan profesi antara lain Ak.
untuk akuntansi, Apt. untuk apoteker yang ditulis di
belakang nama yang berhak, dan dr. untuk dokter yang
ditulis di depan nama yang berhak.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102
Ayat (1)

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti,
penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta
didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti
kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal
atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal
untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

Jenis . ..
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Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi
pengganti pendidikan formal, adalah: Program Paket A
setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program
Paket C setara SMA serta kursus dan pelatihan.
Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada
pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan
pendidikan formal dirasa belum memadai. Pendidikan
nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta
didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk
menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui
jalur pendidikan nonformal.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga akreditasi lain” seperti
Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Lembaga
Sertifikasi Profesi

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6). . .
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Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “ujian kesetaraan” adalah ujian
kesetaraan dengan hasil belajar pada akhir pendidikan
formal.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelompok bermain” adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program
pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi
anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas
2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan
aspek kesejahteraan sosial anak.

Yang dimaksud dengan “taman penitipan anak” adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program
pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi
anak usia nol sampai enam tahun dengan prioritas nol
sampai empat tahun yang memperhatikan aspek
pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

Ayat (2). . .
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 108

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan nonformal yang sejenis” adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program
pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi
anak usia nol sampai 6 (enam) tahun yang dapat
diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri
atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini
dan di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.

Ayat (1)

Kecakapan personal mencakupi kecakapan dalam
melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya,
kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan
potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri,
kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup
pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi
tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur
diri.

Kecakapan sosial mencakupi kecakapan dalam hidup
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
kecakapan bekerja sama dengan sesama, kecakapan
dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau
tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Kecakapan estetis mencakupi kecakapan dalam
meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan,
dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kecakapan . . .
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Kecakapan kinestetis mencakupi kecakapan dalam
meningkatkan potensi fisik untuk mempertajam kesiapan,
gerakan terbimbing, gerakan refleks, gerakan yang
kompleks, dan gerakan improvisasi individu.

Kecakapan intelektual mencakupi kecakapan terhadap
penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni
sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir Kkritis dan
kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-
percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Kecakapan vokasional mencakupi kecakapan dalam
memilih  bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan,
mengembang profesionalitas dan produktivitas kerja dan
kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112 . ..
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Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Program Paket

C Kejuruan merupakan

program

pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan

kejuruan setara SMK atau MAK.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10) . ..
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Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.
Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik terbuka” adalah
sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan
fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program.
Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau
mengambil program pendidikan yang berbeda secara
terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap
muka atau jarak jauh.

Yang dimaksud dengan “belajar mandiri” adalah proses
belajar yang dilakukan peserta didik secara peseorangan
atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber
belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar
atau tutorial sesuai kebutuhan.

Yang . . .
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Pasal 119

Yang dimaksud dengan “belajar tuntas” adalah proses
pembelajaraan untuk mencapai taraf penguasaan
kompetensi (mastery level) sesuai dengan tuntutan
kurikulum. Peserta didik dapat mencapai tingkat
penguasaan kompetensi yang dipersyarakan dengan
kecepatan yang berbeda-beda. Proses belajar berlangsung
secara bertahap dan berkelanjutan. Misalnya, seorang
peserta didik baru dapat menempuh kegiatan belajar
(learning tasks) berikutnya apabila telah menguasai
kompetensi yang telah disyaratkan dalam kegiatab belajar
sebelumnya.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “moda pembelajaran”
adalah kerangka konseptual dan operasional yang
digunakan untuk mengorganisasikan belajar dan
pembelajaran.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120 . ..
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Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian pendidikan
jarak jauh modus tunggal’ adalah penyelenggaraan
pendidikan jarak jauh dalam satu satuan pendidikan
formal pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Pada tingkat pendidikan tinggi pengorganisasian modus
tunggal adalah seperti yang diselenggarakan oleh
Universitas Terbuka di Indonesia, Shukothai Thammathirat
Open University di Thailand, dan University on the Air di
China.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian modus ganda”
adalah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh bersamaan
dengan pendidikan tatap muka pada berbagai jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan tatap muka
tersebut terikat dengan jadwal waktu dan tempat seperti
yang berlangsung pada lembaga pendidikan umumnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengorganisasian modus
konsorsium” adalah penyelenggaraan pendidikan jarak
jauh pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
oleh beberapa satuan pendidikan secara bersama
(kolaboratif). Misalnya, suatu perguruan tinggi
bekerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga
lain dalam bentuk program pendidikan tumpang lapis
(sandwich) atau kembaran (twinning) jarak jauh, dan
universitas maya (cyber university).

Ayat (5). . .
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Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 121
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan jarak jauh dengan
lingkup mata pelajaran atau mata kuliah” adalah suatu
satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan jarak jauh hanya untuk satu mata
pelajaran, misalnya SMA menyelenggarakan pembelajaran
jarak jauh untuk mata pelajaran bahasa Inggris.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan
antara lain pendidikan yang diselenggarakan oleh SMP
Terbuka dan SMA Terbuka yang menyelenggarakan
pendidikan SMP dan SMA, dan Universitas Terbuka yang
menyelenggarakan program pendidikan tinggi.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125 . ..
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Pasal 125

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-
undangan” dalam ketentuan ini, misalnya, Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129 . ..
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Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Pasal

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menjamin” adalah:

a. membantu tersedianya sarana dan prasarana serta
pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan oleh
peserta didik berkelainan; atau

b. memberi sanksi administratif kepada  satuan
pendidikan yang memiliki sumber daya yang tidak
menerima peserta didik berkelainan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

132

Cukup jelas.

Pasal 133 . ..
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Pasal 133
Ayat (1)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk taman
kanak-kanak luar biasa, antara lain, taman kanak-kanak
khusus, atau taman kanak-kanak istimewa.

Ayat (2)
Huruf a
Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk
sekolah dasar luar biasa, antara lain, sekolah dasar
khusus atau sekolah dasar istimewa.
Huruf b
Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk
sekolah menengah pertama luar biasa, antara lain,
sekolah menengah pertama khusus atau sekolah
menengah pertama istimewa.
Ayat (3)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah
menengah atas luar biasa, antara lain, sekolah menengah
atas khusus atau sekolah menengah atas istimewa.

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah
menengah kejuruan luar biasa, antara lain, sekolah
menengah kejuruan khusus atau sekolah menengah
kejuruan istimewa.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 134 . ..
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Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan manusia
untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama.

Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan manusia
yang terutama digunakan manusia untuk berhubungan
dengan mengelola alam.

Keceredasan emosional merupakan kecerdasan manusia
yang terutama digunakan untuk mengelola emosi diri
sendiri dan hubungan dengan orang lain dan masyarakat
dengan sikap empati.

Kecerdasan sosial merupakan kecerdasan manusia yang
terutama digunakan untuk berhubungan dan bekerja
sama dengan orang lain dan masyarakat serta hubungan
antarmanusia.

Kecerdasan estetik merupakan kecerdasan manusia yang
berhubungan dengan rasa keindahan, keserasian, dan
keharmonisan.

Kecerdasan kinestetik merupakan kecerdasan manusia
yang berhubungan dengan koordinasi gerak tubuh seperti
yang dilakukan penari dan atlet.
Pasal 135
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2). . .
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Ayat (2)

Huruf a

Program percepatan adalah program pembelajaran
yang dirancang untuk memberikan kesempatan
kepada peserta didik mencapai standar isi dan
standar kompetensi lulusan dalam waktu yang
lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan.
Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA
dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Ayat (3)

Program pengayaan adalah program pembelajaran
yang dirancang untuk memberikan kesempatan
kepada peserta didik guna mencapai kompetensi
lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar
isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya,
cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu
diperluas atau diperdalam dengan menambahkan
aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling
keterkaitan dengan materi lain yang memperluas
dan/atau  memperdalam bidang ilmu yang
menaungi mata pelajaran tersebut.

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137 . ..
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Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus pada jalur
pendidikan formal, antara lain, dalam bentuk:

. sekolah atau madrasah kecil;

. sekolah atau madrasah terbuka;

. sekolah atau madrasah darurat;

a
b

c. pendidikan jarak jauh;

d

e. pemindahan peserta didik ke daerah lain; dan/atau
f

. bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Yang dimaksud dengan “negara maju” adalah negara yang
mempunyai keunggulan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni tertentu.

Pasal 144 . ..
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Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155 . ..
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Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163
Ayat (1)

Sistem pendidikan negara lain meliputi kurikulum,
pembelajaran, penilaian, dan/atau penjenjangan
pendidikan yang secara resmi berlaku di negaranya.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 164 . ..
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Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171
Ayat (1)

Sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya antara
lain pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing
khusus, dan narasumber teknis.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf ¢

Konselor dalam ketentuan
bimbingan dan konseling.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

ini

termasuk guru

Pasal 175 . ..
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Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Apabila pendidik merasa bahwa peserta didik memerlukan
pembelajaran tambahan, dengan kebutuhan itu dipenuhi
melalui program remedial sesuai ketentuan kurikulum
yang berlaku.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 182 . ..
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Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188
Ayat (1)

Masyarakat yang berperan serta, antara lain, orang tua
atau wali peserta didik, keluarga peserta didik, komunitas
di sekitar satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik,
organisasi orang tua atau wali peserta didik, organ
representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan
seperti komite sekolah/madrasah dan majelis wali amanah
perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi
lain, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, serta
orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . ..


http://www.djpp.depkumham.go.id

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pasal 189

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 190

Satu satuan pendidikan dapat memiliki kekhasan agama,
lingkungan sosial, dan budaya sekaligus. Kekhasan agama
satuan pendidikan dapat berupa pendidikan umum yang
diselenggarakan oleh  kelompok agama tertentu;
pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan
umum dan ilmu agama seperti MI, MTs, dan MA; atau
pendidikan keagamaan seperti pendidikan diniyah,
pesantren, pabbajja samanera, dan bentuk lain yang
sejenis. Pendidikan dengan kekhasan lingkungan sosial
dan budaya merupakan muatan pendidikan dan/atau
pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan potensi sosial dan budaya setempat.

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194 . ..
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Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197
Ayat (1)

Komposisi  keanggotaan  komite  sekolah/madrasah,
misalnya, perwakilan orang tua/wali peserta didik, hanya
memenuhi 40% (empat puluh persen), sehingga unsur
perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh
persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh
persen).

Apabila perwakilan orang tua/wali peserta didik sudah
memenuhi 50% (lima puluh persen), unsur perwakilan
tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima
persen) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh
lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga
puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20% (dua
puluh persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 20%
(dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30%
(tiga puluh persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .
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Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206 . . .
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Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217 . ..
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Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.
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